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BAKN DPR Uil Hak Interpelasi Kasus Hambalang

Jakarta, Pelita

Remungkinan DPR mereko-
mendastkan penggunaan hak
interpelasi (bertanya) proyek
pembangunan pusat pendidi-
kan pelatihan sekolah olahra-
ga nasional (P3SON) Hambe-
Jang, Bogor.

Relomendasi ini disampeikan
Badan Akuntabilitas Keuang-
an Negara (BAKN) DPR kepada
Pimpinan DPR setelah mene-
Joah hasf audit dan investigs-
si Badan Pemeriisa Revangan
[BPA |

Dalam leporannya, BAKN
meminta DPR menggulirkan
hak bertanya kepada Presiden
karena telah terjadi penyin-
pangan yang diekukan pejabat
fiegaa yang merugikan negara
Ro43,66 milyar.

“Htas kerugian negera o, me- -
minta DPR menggunakan hak
bertanya kepada pemerintzh,”
jelas Hefua BAKN DPR Sumarjat
Hroso delam paparen sl teea-

han BAKI atas audi dan invest'
gost BPK itu, df ruang pimpinn
DPR Jakarts, Rabu (14/11),
BAKN DPR menyebut penyim-
pengan dilakukan Menpora dan
pejabat Kemenpora, Kepala BPN
dan pejabat di BPN, Diren Ang-
garan dan pejabet df ingkung-
an Direktorat Jenderal Anggar-
an Kementerian Keuangan, D

tekfur Penafaan Bangunan den

Lingkungan Kementerian Peker-
jen Umum, Bupati dan pejabat
difingkungan pemerintah Kabu-
pafen Bogor. :
Menurut Sumarjati, BAKN
Juga meminta Pimpinan Komi-
si X DPR dan Kelompok Kerja
(Pokia) Anggaran seat proyek it
disetuu bertanggungiamab atas
proses pembahasan dan per-
sefuuan anggaran proek ferse-
but, yang awalnya pada 2010
sebesar Rp275 milir, menjadi
Ro1, 175 trfiun pada 2012,
Meminta KPK menuntaskan
penyidikan dan penuntutan

terhadap kasts tersebut, kare-
tia berdasarkan hasil elaahan
BAKN atas LHP BPK terbukti
telah terjadi penyimpangan dan
penyalehgunan wewenang oleh
pejabat pengelola proyek dan pi
hak terkeit sehingga mengak-
hatkan kerugian keuangan
Negara sekurang-kurangnya
Rp243,66 it tegas Sumar-
Mo\

Selain itu, kata dia, BAKN
jiga meminta Pusaf Pelaporen
Analis dan Transeks Revang-
an (PPATK) untuk melakukan
penelusuran aliran dana darf
proek tersebut. “Dan memin-
ta BPK unfuk segera melaku-
kan pemerfksaan lenjutan se-
hagaimena djanjlken tangeal 31
Oktober 2012 lalu, unfuk me-
ngungkep kerugian Negara le-
bih jauh,” papar dia

Sumarjati yang didampingt
beberapa anggota BAKN lain-

nya, antara lain Eva Kusuma
Sundari, Abdlla Fauzi Achmad,
dan Yahya Sacawirya, uga me-
minta BPK untuk menjelaskan
adanya kebocoran informasf
temuan hast pemeriksan dar
anggota BPK kepada mass me-
dia, yang mendaul penyerah-
an [P BPK kepada DPR.

Menyikap rekomendasi ini
Wakil Kefua DPR RI Anis Matta
yang menerima laporan BAKN
itu menyatakan, dirinya akan
segera membawa usulan dalam
Repat Pimpinan unfuk diproses
b bt

‘Insya Allah akan ke pro-
s¢s, Karena melibatkan lemba-
ga lain, dan secara intemal di
Komisi X. Nanti saya bawa ke
rapat pimpinan semua reko-
mendasi ke BAKN jelas Anis.

Hek Interpelasi sendiri se-
suai Pasal 162 Tata Terth (Ta-
tib) DPR bisa, diustulkan paling

sedtitoleh 25 anggota DPR dari
Iebih satu fraksi, Usulan ttu i
sertal dokumen yang mermuat
sekurang-kurangnya, perta-
ma, mater kebiakan dan, atan
pelaksanaan kebijakan Peme-
tintah yang akan dimintakan
keterangan; kedua, aasen pef
mintaan Referangan,
Setelah memenuhi kriteria
itu, sesuai Pasal 163 tatib DPR,
usulan Hak Interpelasi disam-
paikan ke Pimpinan DPR.

* Selenjutnya, Pimpinan DPR

harus mengumumkannya di
Sidang Paripurna, Kemudian,

~usulan ini dibawa ke Badan

Musyaraweh (Bamus) DPR un-
tuk dijadwalkan dalam Si-
dang Paripurna terdekat den-
gan agenda pergelasan dari pe-
ngusul Hak Interpelasi, dan pe-
ngambilan keputusan apakah
ustlan tersebut disetujus atau
ditolek. [er-14)
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